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ABSTRAK 

 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang di kategorikan sebagai tindak 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya pun juga harus dilakukan 

secara luar biasa atau khusus (extra ordinary measure). Dalam penanganan kasus korupsi, 

tentunya berbagai operasi dilakukan termasuk biasa yang dikenal dengan Operasi Tangkap 

Tangan dengan teknik penyadapan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi tindak 

pidana korupsi. Aparat penegak hukum di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, 

Kepolisian dan Kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penyadapan. Tetapi dalam hal 

pelaksanaannya hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan penyadapan 

dalam hal penyelidikan. Upaya yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani 

Tindak Pidana Korupsi akan lebih maksimal apabila kewenang melakukan penyadapan 

disamakan dengan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi selanjutnya dianalisis 

dengan analisis kualitatif.  

Kata kunci : Penegakan Hukum, Operasi Tangkap Tangan, Korupsi 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime, the eradication of 

which must also be carried out in an extraordinary or particular way (extraordinary measure). 

In handling corruption cases, of course, various operations are carried out, including what is 

known as the Hand Catching Operation with a wiretapping technique, the results of which can 

be used as evidence for corruption. Law enforcement officers in Indonesia, namely the 

Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office, have 

the right to conduct wiretapping. However, in terms of its implementation, only the Corruption 

Eradication Commission can conduct wiretapping in terms of investigations. The efforts made 

by the Police and the Prosecutor's Office in dealing with Corruption Crimes will be maximized 

if the authority to conduct wiretapping is equated with the implementation of wiretapping 

carried out by the Corruption Eradication Commission. The type of research used is normative. 

The data used is secondary data obtained through library research or documentation and then 

analyzed by qualitative analysis. 

Keywords: Law Enforcement, Arrest Operation, Corruption 

 

 

 

 

 

 

 


